KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 33/HK.03.1-Kpt/ 1609/ KPU-Kab/III/ 2020
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PELAKSANAAN PELANTIKAN DAN BIMTEK
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KEPADA KETUA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor: 259/PP.04.3-
SD/01/KPU/III/2020 Perihal Penegasan Mekanisme
Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020
angka 1 huruf d yang menyatakan dalam hal Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tidak dapat
melaksanakan pelantikan sebagaimana mekanisme
yang diatur dalam huruf b, maka Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten /Kota dapat melimpahkan
wewenang pelaksanaan Pelantikan dan Bimtek
Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada Ketua Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan memperhatikan

kondisi dan situasi daerah setempat yang meliputi



Mengingat

1.

jumlah kecamatan, kondisi geografis yang berat,
ketersediaan sarana transportasi yang tidak regular
dan daerah kepulauan serta kondisi lainnya yang
mengakibatkan Kabupaten/Kota tidak dapat
melakukan pelantikan secara langsung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering
Ulu  Selatan tentang  Pelimpahan  Wewenang
Pelaksanaan Pelantikan dan Bimtek Panitia
Pemungutan Suara (PPS) Kepada Ketua Panitia
Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Bupati
Dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun
2020.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,
Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir
di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4347);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015



tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen
Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten /Kota, serta
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota
dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan
Umum /Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam



Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan  Nomor: 170/HK.03.1-
Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering
Ulu Selatan Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan Nomor: 31/HK.03.1-Kpt/ 1609 /KPU-
Kab/IlI/2020 tentang Perubahan Kedua atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan  Nomor: 170/HK.03.1-
Kpt/1609/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering
Ulu Selatan Tahun 2020.



Memperhatikan:

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Berita Acara Nomor: 28/PK.01-BA/1609/KPU-
Kab/IlI/2020 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:
259/PP.04.3-SD/01/KPU/III/2020 Perihal Penegasan
Mekanisme Kerja Teknis Pelaksanaan Tahapan

Pemilihan 2020.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PELIMPAHAN
WEWENANG PELAKSANAAN PELANTIKAN DAN BIMTEK
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KEPADA KETUA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU
SELATAN TAHUN 2020.

Melimpahkan wewenang pelaksanaan  Pelantikan dan
Bimtek Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada Ketua
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

2. Pelaksanaan Pelantikan dan Bimtek Panitia
Pemungutan Suara (PPS) di lakukan di Kecamatan masing-

masing pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020.

Biaya sehubungan  diterbitkannya  Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun

Anggaran 2020.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
SELATAN,

dto.

ADE PUTERA MARTHABAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRE’]‘ARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
QGAN KOMERING




